BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus perdagangan gz , arak terjadi dengan berbagai macam
modus yang digun empuan yang dijanjikan untuk
dipekerjakan di neg r% in buah pabrik atau disalurkan
untuk bekerja d aﬂg/va Saat para perempuan tersebut

pelanggaran harkat dan /n artabat manﬁsﬁ‘\'- Day Slavery disini berarti
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pelaku memangsa &

ba yang bera
ekonomi, fisik maupus emosmnal dan denga menggunakan cara-cara yang

modern untuk memberlakuk A"layaknya budak.” Praktek perdagangan
orang sebenarnya di Indonesia sudah ada sejak lama, namun kurangnya

kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan yang komprehensif bagi

! UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, LNRI Tahun 2007 No.58

TLNRI N0.4720

2 ]OM Indonesia, Pedoman Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan TPPO,
IOM Indonesia, Jakarta, 2009, him. 18
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penegak hukum serta kurang sensitifnya aparatur pemerintah menyebabkan
tingginya kasus perdagangan orang.®
Pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang

berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang

berupa hukum positif, dengan tingkat kesadaran hukum

(rechtsbewustzijn), ena’ i | terhadap hukum tidak hanya pada

2rpaksaan, dengan demikian

sesuai dengan supremasi

i bagal alat pembangunan dan pembaharuan
masyarakat (law as a t0OIg 1al e g), maka hukum juga berperan
sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Kenyataan

yang ada sekarang, sebagian besar masyarakat kurang mempercayai hukum, baik

terhadap aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan, sehingga tindakan

3 .

Ibid, him.15
4 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya,
Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him.19
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masyarakat cenderung main hakim sendiri. Tindakan ini diantaranya diakibatkan
karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keadilan yang

diberikan oleh hukum.®

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis

emakin m;h%ﬂk;[ui\uaht sy%?

kuantitasnya. Setiap tahun

1/ dan sebagian besarnya

slobal Report on Forced

Asia dan Pa3|f|k dan mmﬁbrﬂﬁa‘fﬁkl na

Selanjutnya Internasional
n hampir 90 persen korban

a.t

Organisation for

perdagangan orang adala nerempuan-dima

anak yang memang paling rentan untuk diperdagangkan.® Terjadinya eksploitasi

lebih dari 25 persen adalah anak-

terhadap perempuan dan anak ini diakibatkan kemiskinan struktural yang

> 1bid him. 20

® Rachmad Syafaat, Dagang Manusia, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, him. 1.

" Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri
(OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), Perdagangan Manusia dan Undang-undang
Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif, Jakarta, 2008, him. 3.

8 Op.Cit., him. 15
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menyebabkan keluarga tidak dapat mengikuti kenaikan harga bahan pokok,
dengan demikian terpaksa mengirim anggota keluarganya termasuk perempuan
dan anak-anak untuk bekerja. Bisnis perdagangan orang ini telah bersifat global

dan telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Kenyataan bahwa yang

lebih dominan menjadi

kelompok yang sering

perbudakan ata
untuk tujuan

keuntungan bes

Pemerintah Inao

1. Faktor hukumnya send

2. Fakior penegakan hukum,

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan, dan

5. Faktor kebudayaan.
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Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat karena merupakan
esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur dari efektivitas
penegakan hukum.

Berbicara masalah penegakan hukum, sudah diketahui bersama bahwa

peraturan perundang-un A aku di Indonesia sebagian besar
merupakan warisan din produk perundang-undangan

yan kondisi saat ini, menurut

(ang Peraturan Pidana Umum

hukum di Indonesia diarankan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang

mengabdi kepada kepentingan nasional. Penyusunan program legislasi nasional

secara terpadu sesuai dengan prioritas sangat diperlukan, termasuk upaya

% Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Hukum Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Pustaka
Magister, Semarang, 2011, him. 12.
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penggantian peraturan perundang-undangan warisan kolonial dengan peraturan
perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
NRI 1945 (UUD NRI 1945).

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terdapat dua jenis

cirinya yakni:*'
1. Peraturan itu Ba

pada undang
2. Peraturan i

ki terjadi oleh serangkaian

keputusan endiri, dalam rangka

hagaimana suatu instansi

dalam peraturan itu.
Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral
dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai

kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan akhir atau tujuan utama dari

10 Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal Dalam Prespektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana
Indonesia, Total Media, Yoyakarta, 2010, him. 13.
' 1bid, him. 14.
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politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada
hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu, kebijakan

atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).*?

ejahatan, politik kriminal dapat

mengejewantahkan dalaif ] KNBentuk yang pertama adalah bersifat

prevention wi

ketiga adalah un
\Y/

tentang kejahatan dan &Q.S_{a' ]

Uraian di atas té
pendekatan kebij

1. Keterpaduan (integraly ingl dan politik sosial.

“penal” dan “nonpena
Ketentuan-ketentuan hukum pidana tersebut adalah merupakan kebijakan

pemerintah melalui politik hukum pidana untuk mewujudkan peraturan-peraturan

2Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,
Kencana Peranada Media Group, Jakarta, 2011, him 4.

'3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2010, him. 9.

4 Op.Cit, him. 5.
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yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Politik hukum
hadir, di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. la
mengoreksi keadaan yang “kurang ideal”, dan serentak menghadirkan “yang

seharusnya”. Sebab, bila “yang ada” itu sudah baik, maka memang politik hukum

3. Konfigurasi af tersebut.'®

Dilihat

penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan (tahap kebijakan

yudikatif).

!> Bernard L. Tanya, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Genta Publishing, Yogyakarta,
2011, him. 13.

' 1bid, hal. 6

"Barda Nawawi Arief, Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Pustaka Magister,
Semarang, 2012, him. 13.
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3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh

aparat-aparat pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif atau administratif)

Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang

sangat strategis dari proses penegakan hukum “in concreto”. Oleh karena itu,

kesalahan/kelemahan pada‘ tahap Kke@ijakan legislasi/formulasi merupakan

S€1ring dengaﬁ p S;
JAKARTA Rm\

baru bagi perdagangan

Orang. Berkaitan dengan uraian-uraian tersebut di atas maka penulis sangat

tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan Tesis ini dengan Judul

®Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-
undangan, Pustaka Magister, Semarang, 2012, him. 10-11.
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“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG (STUDI Implementasi UU RI No. 21 Tahun 2007)”.

Rumusan Masalah

Tujuan dan

1. Tujuan

Untuk mengats di penyebab terjadinya tindak

b. Tujuan Khusus :

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan

hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).

2. Manfaat Penelitian
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Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun
secara praktis sebagai berikut:
a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti

b. i "
&
ini pula“'/eﬁharap melengkapi bahan-bahan
!
b}lﬁfdirjgg menge enegakan hukum terhadap
D. Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran

eberapa jauh pelaku tindak

3 N ad;a'l
pidana telah meyugi IadM?@T&M@ i
kepada pelaku w telah™m
tidak selalu dica

yaln—pengcii

a apa yang perlu dijatuhkan

pidana). Tujuan hukum pidana

pidana, tetapi merupakan upaya
represif yang Kkuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula
dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan (maatregel). Dalam literatur
Inggris tujuan pidana disingkat dengan tiga R dan satu D yaitu:

a. Reformation yang berarti memperbaiki atau merehabilitas penjahat menjadi

orang baik dan berguna bagi masyarakat.
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b. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, dengan
tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan
lebih aman.

c. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan

kejahatan.
d. Deterrence yang L tabimencegah sehingga baik terdakwa
sebagai indivigda ot ang potensial menjadi penjahat

atan, melihat pidana yang

. T ;
a. Teori abs Pori pembaldsa eldings theagtien).

b. Teori rela

X JAKARTA RAYA

a. Pengertian ja an Hukum Pidang

Istilah Kebifjakan berasal dari ka Policy” (Inggris) atau “Politiek”
(Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan
hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”.

Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal

Penegakan Hukum..., Suprapto, Pascasarjana 2016
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dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy”
atau “strafrechtspolitiek”.'®
Istilah-istilah tersebut, dalam hukum pidana digunakan sebagai

pengertian “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”, yang

mukakan selanjutnya pada

keada# Ituasi-sifuasi
: |12

l!“

-badan yang berwenang
ikehendaki diperkirakan

yang terkandung dalam

yang dicita-citakan.?!

suatu usah Jrasi ‘ akat  dalam  menanggulangi

kejahatan.?* Masih mertpake’ utan/dari apa yang dikemukakan oleh

arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:*

'® Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,
Kencana Peranada Media Group, Jakarta, 2011, him.26
2 5oedarto, Kapita Seletka Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2006, him. 159

2L 1bid

22 Spedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, Bandung, 1981, him.38.
% 1bid, him. 1.
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1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi
dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum,

termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

3) Dalam arti paling | /’\'- peliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah
keseluruhan kg g dilakukan melalui perundang-undangan

dan badan ] C juan untuk menegakkan norma-

ada aklkAtrfya i os L Kebijekan penegakan hukum

e

pidana

pidana r

hukum pidana.**
Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah
satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang

kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk

2% Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-
undangan, Pustaka Magister, Semarang, 2012, him. 9
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mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan
penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu
usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.? Kebijakan

sosial tersebut memang tidak hanya dapat ditinjau dari kebijakan

dalam satu kitab undang-
al undang-undang seperti

dan di luar KUHP; ada

ulasi di bidang penegakan
U RI No. 21 Tahun 2007

Perdagangan Orang, yang

pidana perdagangan orang. Hal ini dimungkinkan karena berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 103 KUHP memperbolehkan Undang-undang

> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana
Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, him. 17.

¢ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Hukum Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Pustaka
Magister, Semarang, 2011, him. 31.
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khusus di luar KUHP untuk mengatur ketentuan pidana yang menyimpang
dari ketentuan-ketentuan yang ada di Buku I KUHP bab | sampai dengan
bab VIII, namun dalam pengaturannya sendiri terdapat banyak kekurangan-

kekurangan, karena ketentuan pidana yang yang ada pada Undang-undang

dak jarang suatu undang-

dicabut, diperbaiki atau

I

A juga bermasalah. Kondisi

baru yang mengubah/

a penegakan hukum. Belum

Masalah fain juga pernah dikemukakan olen Muladi dalam

kesempatan yang berbeda, persoalan pertama yang dapat dikemukakan

berkaitan dengan perundang-undangan pidana yang menciptakan apa yang

" Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, him.25.
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dinamakan legislated environment. Di sini timbul masalah antara lain
kecermatan dalam melakukan kriminalisasi sebagai suatu proses untuk

menjadikan suatu perbuatan, yang semula bukan tindak pidana menjadi

tindak pidana. Persoalan kedua adalah asas subsidiaritas harus juga

membahayakan sistem peradilan pidana.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sudarto, bahwa undang-undang

pidana khusus (dalam arti luas) yang mempunyai “kedudukan penting”

8 Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995,
him. 24.
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dalam tata hukum Indonesia dewasa ini, melihat kenyataan tersebut di atas,
adanya undang-undang pidana khusus itu memberi corak kepada tata
hukum pidana kita yang terpecah-pecah (verbrokkeld), hampir seperti

halnya di Inggris yang termasuk dalam keluarga hukum common law. Sifat

ﬁ- hah dengan penyimpangan-penyimpangan

terpecah-pecah itu, apapis

tersebut Ydim gkk"_'ll'én—'—"
=y ——n—
p e

hukum p

kesatuan

Kebijakan formulasi hukum pidana ini memang sepatutnya dikaji
karena merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan
kejahatan melalui “penal policy”. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan

kebijakan formulasi dapat dipandang sebagai kesalahan strategis dan oleh

2% Op. Cit. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, him. 66-67.
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karenanya dapat menghambat atau setidak-tidaknya mempengaruhi
efektifitas penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.*® Tahapan

formulasi adalah merupakan tahapan awal dari proses penegakan hukum, di

mana pada tahapan inilah suatu perbuatan dikriminalisasikan, sehingga

dinyataka

A, “‘ ‘-“.I —————

50al3 nnya'_.*kld aK-tertetak
< g —

§ —

&, B

L'l

1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada si pelanggar.

%0 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, him. 94.

1 Op. Cit. Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan
Pidana Penjara him. 30.

% 1bid, him.36.
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Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat
dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminil dengan

kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti

pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai

yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau
spiritual) atau warga masyarakat;
3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya

dan hasil” (cost benefit principle)

%% Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, him. 34-39.
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4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan

sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Selain apa yang dikatakan oleh Sudarto, M. Cherif Bassiouni

4) Pengaruh sosial dan kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan

dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder;

¥ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Toeri-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010,
him. 161-162.
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(the social impact of criminalization and decriminalization in terms of
its secondary effects).

Kebijakan yang dipilih oleh pembuat undang-undang dalam

menetapkan suatu jenis pidana harus berdasarkan pertimbangan yang

engenai masalah tertentu
an. Akan tetapi apakah juga

ndang-undang tersebut dalam

terakhir ini terjadi maka dapat dikatakan bahwa undang-undang itu
disfungsionil. Maka harus menjadi perhatian dari penguasa untuk

meningkatkan mutu dari perundang-undangan.®

% Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum
Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1991, him. 21.
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b. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang
Rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang tindak pidana
Perdagangan Orang, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah

merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297,

|
LU=
Pefempdan dafi anak 2
i .J"

\' g

mur dalam Pasal 297 juga

gertian di bawah umur,

umur, . ; i3 an laki-laki dewasa tidak

menganut siste \ :
selain yang ada dalafmk

Undang-undang tentang perdagangan orang sendiri saat ini sudah

diatur secara khusus melalui UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan satu

% Op. Cit. Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, him. 114.
¥" Ibid, him. 115-116.
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kesatuan dengan sistem induk hukum pidana materiil yaitu KUHP, dalam
ketentuan Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa:
“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

dengan

ancaman kekerasan, penculikan,

Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian
tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam
Undang-Undang ini.

3. Pengertian Penegakan Hukum
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Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk

ti sosial yang memperoleh
berupa pemberian penderitaan
(Hukuman atau tindakan). Menurut W.A. Bonger yang di maksud
kejahatan itu adalah perbuatan yang sangat anti karena sifatnya yang anti

sosial maka negara mengadakan tindakan penjatuhan hukuman.

%8 Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, him. 32.
% Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004, him. 42
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Dalam perkembangan masyarakat kearah moderenisasi menyebabkan
banyaknya perubahan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat sehingga
sering mengakibatkan timbulnya suatu problem sosial yang dapat

mempengaruhi timbunya kejahatan. Menurut M.A.Elliot:

- -

n adat dam)«él]iasa herlaku di dalam masyarakat

Ptapi mehig
kemungkinan aka jahatan dan menangkal kejahatan tetap
pada garis batas yang terendah.
Pelaksana untuk penegakan hukum pidana secara tidak langsung
menjadi kewajiban semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung
menjadi tugas Polri beserta para petugas yang berwenang menjalankan

tugasnya. Penegakan hukum dan pelaksanaannya tidak selalu harus identik
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dengan penjatuhan putusan oleh pengadilan, melainkan suatu proses
menjalankan hukum pidana. Masing-masing instansi menetapkan hukum
dalam bidang dan kewenangannya sesuai dengan lingkup "administration

of criminal justice system” menurut pandangan yang fungsional

penyelenggaraan tata
tradisional maup g Oapat diakukan dengan melalui penegakan
hukum pidana ygp

agar tercapai Keb 3 2 I tujuan kesejahteraan sosia

1. Jenis Penel
Pene ?ata yuridis normatif yaitu dengan
menginventatisasi, sis (flata—data yang terdiri atas

serta bahan hukum asing sebagai pembanding bahan hukum yang ada
dianalisis untuk melihat pola kecenderungan pengaturan TPPO.
b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para

sarjana, bahan seminar/simposium yang dilakukan oleh para pakar terkait.

“® Ipid
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c. Bahan hukum tersier seperti kamus, internet, ensiklopedia dan lain-lain.

2. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu

data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara

BAB Il

lah, B. Rumusan Masalah,
Angka Teoritis, Kerangka

letode Penelitian.

Umum Tentang Pidana:

e0ri Pemidanaan dan Tujuan

JAKARTA RAYA

. Tinjauan Umun ang Sanksi Pidana: Pengertian

Sanksi Pidaga ang, C. Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Human Tra Latar belakang Tindak Pidana
Perdagangan Orang, Definisi Perdagangan Orang atau ‘“Human

Trafficking”, Pengertian Korban, Jenis-Jenis Perdagangan Orang

Human Trafficking” dan Pengertian Penegakan Hukum.
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BAB Il FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG :
Bab ini terdiri dari A. Bentuk dan Modus Operandi Perdagangan

Orang, B. Pelaku Dan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang, C.

g na Perdagangan Orang.

: EI DAK PIDANA PERDAGANGAN

Jan Orang: Upaya
Perdagangan Orang,

Kejahatan Perdagangan

erintan Dalam Menangani

Hukum Tindak Pidana

BAB V

' dan Saran
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